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UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4  
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak 

eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.  

Pembatasan Pelindungan Pasal 26  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak 

berlaku terhadap: 

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait 
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk 
keperluan penyediaan informasi aktual;  

ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;  

iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah 
dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan  

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk 
Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, 
Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.  

Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf 
d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 
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KATA PENGANTAR 
 

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum telah mengalami 
perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu 
pengetahuan, dan teknologi. Perubahan dan pembenahan yang 
dilakukan dimaksud juga untuk menjawab berbagai persoalan yang 
sedang terjadi. Dengan perubahan kurikulum diharapkan produk 
Program Studi Ilmu Hukum dapat  tampil sebagai Legal consultant, 
Legal drafter, and lawer profesional serta ilmuan yang handal sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat dan dunia Ilmu Pengetahuan dan 
Tekhnologi, baik dalan tataran hukum nasional maupun dalam 
tataran hukum internasional sejalan dengan arus globalisasi saat ini. 

 Menyadari luasnya cakupan atau Ruang lingkup  materi atau 
substansi “Hukum Kekuasaan Pemerintahan Negara” maka dalam 

Buku ini akan menguraikan beberapa materi yang dianggap penting 
dan relevan dalam pengembangan studi Hukum Kekuasaan 
Pemerintahan Negara, yaitu; “Konsepsi Dasar Tentang Sistem 

Pemerintahan; Konsepsi Dasar Tentang Kedaulatan, Demokrasi dan 
Kekuasaan Negara; Konsepsi Dasar Tentang Perbuatan Hukum Dan 
Kewenangan Pemerintahan Negara; Konsepsi Dasar Tentang 
Kelembagaan Negara; dan Konsepsi Dasar Tentang Kekuasaan 
Pemerintahan Negara. 

 Tulisan dalam buku ini, tentunya tak luput dari kekurangan 
baik secara substansial maupun secara teknis, maka dengan hati yang 
terbuka dan pikiran yang sehat kami senantiasa membuka peluang 
yang sebesar-besarnya bagi para pembaca yang bijaksana untuk 
memberikan tanggapan dan koreksi atas materi dalam buku ini, 
sehingga pada saatnya nanti tulisan ini dapat dibenahi dan 
disempurnakan lagi 

 Penulis menyampaikan trimakasih kepada Bapak ibu Dosen 
yang memberikan terhadap Buku ini sehingga dapat berguna bagi 
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Mahasiswa dan Praktisi serta berbagai kalangan lainnya yang 
membutuhkan informasi dalam bidang Hukum Kekuasaan 
Pemerintahan Negara sebagaimana tercermin atau terurai dalam 
Buku ini. 

Kupang,  2024 

 

 

 Penulis   
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